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KEPUTUSAN KEPALA DIITAS PENAITAMAI{ MODAJ, DAN

PELAYANAN TERPA"DU SATU PIITTU KOTA YOGYAXAR'TA

NOMOR z 38 IKEPIDPMPTSP/2O23

TENTANG

STANDAR OPERASIOI{AL PROSEDT R (SOP}

KONST'LTASI PERIZII{AIY DAN PEIYGADUAN

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka memberikan standar kine{a bagi

pegawai dalam melaksanakan ketugasan pelayanan

kepada masyarakat terkait layanan perlziflar,

dan/atau layanan lain yang diselenggarakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Yogzakarta;

b. bahwa dalam rangka meningkatlan optimalisasi

pelayanan kepada masyaratat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Yoryakarta tentang Standar Operasional Prosedur

(SOP) Konsultasi Perizinan dan Pengaduan.

l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah

Istimewa Jogiakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenlang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan

I{EPALA DIITAS PEI{ANAMAIT MODAL DAIY

PEI.AYAJ|AI| TERPADU SATU PII{TU KOTA YOGYAKAR'TA,



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O20 Tentang Cipta
Kefa;

3. Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 109 Tahun
2O2l tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 5l Tahun 2023

tentang Perizinan dan Non Peizinan;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTAYOGYAKARTA

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KONSULTASI PERIZINAN DAN PENGADUAN.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Konsultasi Perizinan Dan Pengaduan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Konsultasi Perizinan

Dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kesatu tediri atas :

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) La.yanan

Pengaduan;

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Konsultasi

Perizinan dan/ atau Nonperizinan;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Yoryakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yoryakarta

Pada tanggal 25 Juli 2023
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Nomor 38 lKeP /Oci4?'ts? lzo,-'.
Tanggal Pembuatan 5 April

Tanggal Oitetapkan 25 JuLt 2oz3
Wakfu Pelaksanaan Maksimal 4 hari kerja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAIiAN IIODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Standar Op€rasional Proaedur Konsultasi Perizinan
dan/atau Nonperizinan

Kualifikaoi Pelaksana :'1. Pengelola Layanan Operasional : D-3 bidang kebijakan
publiUmanajemerrekonomi/pemerintahan/administrasi atau
bidang lain yang relevan dengantugasjabatan.

Dasar Hukum :

t. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 ter ang Perizinan dan Non Perizinan

Prosedur :

'1 . Menerima pengajuan konsultasi melalui tatap muka di Mal Pelayanan Publik atau online (email atau whafsapp)
a. Ookumen persyaratan meliputi :

- Scan KTP Pemohon,
- Scan dokumen yang dimiliki untuk dikonsull,asikan apabila ada;
- Scan KKPR apabila ada.

b. Ouhut : tersampaikannya permasalahan/pertanyaan pemohon lerkait materi yang dikonsultEsikan.
c. Waktu : Maksimal 'l hari kerja

2. Memberikan informasa administatif kepada Pemohon sesuai materi yang dikonsultasikan
a. Apabila intormasi yang dibutuhkan oleh Pemohon dapat diselesaikan maka Konsultasi pemohon telah selesai.
b. Apabila informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan info.masi teknis maka Pemohon dia,ahkan untuk mengajukan permohonan

melalui konsultasiperizinan.jogjakota.go.id. Pengisian permohonan melalui konaultasberizinanjogjakota.go.id. dapat dibantu
oleh petugas.

c. Waktu | Maksimal t hari kerja. Argo waltu akan terhenti setelah Petugas menyampaikan inrormasi dan/atau mengarahkan
Pemohon untuk mengajukan melalui konsultasiperizinanjogiakota.go.id. dan argo waktu terhitung kembali mulai pemohon
mengaiukan permohonan.

3. Meoerima nolifkasi pengajuan permohonan komuhtasi melalui system serta mengirimkan permohonan, persyaratan dar/atau
jadlval pelaksanaan rapat koordinasi kepada PD Teknis.
a. DPMPTSP dapal menyusun jad al pelaksanaan rapat koordinasi apabila diperlukan.
b. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap dan s€suaimaka permohonan, persyaratan darratauiadlval pelaksanaan rapat

koordinasi disampaikan kepada PD Teknis terkait untuk dinoses lanjut oleh PD Teknis.
c. Apabila permohonan masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon

untuk dilengkapi.
d. Waktu : Maksimal t hari keria. Argo waktu dihentikan terlebih dahulu apabila terdapat permohonan yang dikembalikan kepada

Pemohon dan akan kembali berjalan terhitung saal Pemohon mengajukan kembali dengan persyaratah yang lengkap dan
sesuai.

4. Menerima ia\yaban dari PD Teknis serh menyampaikan iawaban tersebut kepada Pemohon melalui sistem.
a. Waktu : Maksimal 2 hari kerja

Disahkan oleh RevisiTanggal
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR SOP VB /Ke?/D?r^P1s? / 2c.2',>

TANGGAL PEMBUATAN 3 Mei 2023

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAFIAN 25 JuLt 2023
DISAHKAN OLEH na an Modaldan

Satu Pintun
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DASAR HUKUM KUALIFIKASI ( F

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan '1. Kepsla Dinas : S'l Semua Juru8an diutam.kan 52 Manajemerv S2-I60-HutunV 32 Msgister Adm. Publiu 52 yang
Serumpun.

2. Koordinator Kelompok Substansi : S'1 Semua Juausan
3. Peogadministra8isn Umum i SLTAJ O1/D-2 Bidang Manajemen Perkarioran / Administraei Perkantoran/ Tata

Perkanloran atau bidang lain yang relevEn denoan tugas jabatan.
,1. Peogelola Pengaduao Publik:D3 bidang AdministrasuKomuniks8i/ Teknik lnform.tika./ Teknik Kompuler/ atau bidang

lain yang relevan dengan tuga8 jabatan
5. Star DPMPTSP

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Standar operasional Prosedur Konsultasi Perizinan dan/atau Nonperizinan '1. Komputer, Print6r, dan Scanner
2. Aat tuli8 kantol
3. Peralatan kantor
ia. Telepon/Faksimili
5. Msja Kursi
6. Email
7. Whrbapp
8. Al(Jn Peng.duan Online

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENOATAAN

Apabila pengaduan tidak dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam SOP ini, maka
l.yahan pengaduan tidak dapat dilayanidengan optimal-

1 Proses pelaporan aduan dapat dilaksanakan secara ofiine melalui suravkotak pengaduan, surat tertulis maupun
online melalui email, upikjogjakota.go.id, rhelalui SP,(N Lapor, Whatsapp, alau media lain yang dimiliki oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kots Yogyakarta.



NO. URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

Pengadministrasi
Umum

Pengelola
Pengaduan Publik Kepala Dinas

Koordinator
Kelompok
Sub6tansi

Staff
DPMPTSP

Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 6 7 8 I 10

1 Menerim6 pengaduan Pemohon Dokumen aduan 0ika ada) 5 menit Tersampaikannya pengaduan
Pemohon

a Apabila aduan dalam
bentuk surat maupun kotak
aduan, maka kan
diverifiIasi oleh
Pengadministrasian Umum
Apabila aduan diterima
melalui online, maka akan
diveifikasi oleh Pengelola
Pengaduan Publik

b

2 Melakukan verifikasi aduan V I 10 menit Aduan akan dikirir*an kepada
Koordinator Kelompok Substansi
terkait Besuai dengEn
dokumen/aduan yang diadukan.

3. Memberi arahan dan disposisi 5 menit

4 Menindaklanjuti serta rnemberi
arahan dan disposisi

5 menit Koordinator Kelompok
Substansi adalah Koordinalor
sesuai dengan wewenang
ketugasan terkait obiek aduan
yang diadukan

5 Menindaklanjuti sesuai arahan
dan menyampaikan hasil tindak
lanjut kepada Koordinator
Kelompok Substansi dan
Pengelola Pengaduan Publik

+ Maksimal5
harikerja

6 Menerina laporan hasil tindak
lanjut aduan

5 menit

7 Menyampaikan hasil tinda* lanjut
kepada kepada Pemohon

5 menit

Total Maksimal 5
hari 35 menit
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